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PROTECTION FOR CHILDRENS OF VICTIM OF THE TERRORISM CRIME
UNDER THE CRIMINAL LAWS (A BASIC EXAMINATION TO THE NEW LAW
PROTECTION FOR THE VICTIMS AND WITNESS)

Dian Narwastuty
Maranatha Christian University of Bandung
narwastutydian@yahoo.co.id

ABSTRAK
The development of protection for victim in Indonesia has grown to a new stage. These developments also
develop the protection for the children that involved in terrorism crime. The Surabaya Church’ terror, The
Polrestabes’s Case, etc has showed that the terrorism involved children as active doer.
Identification:
There should be new form of protection, especially for the children of terrorism victim crime.
Method :
This paper uses qualitative descritive methods that regarding the new rules of Protection For Victims and
Witness which enriched by library approach. The primary data is law’s protection around Victim and
Witness, The secondary data are the form of books and journals about Criminal’s Law.
The finding :
The main project to avoiding the children became a terrorism victims is to restricted the radical ideology in
internet .
Keywords: Law, Protection, Children, Terrorism, Victims, Witness.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa. Oleh karena itu, penting sekali bagi negara untuk
melindungi setiap anak. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi dalam
pemenuhan hak-haknya sebagai manusia. Peran anak untuk menjadi generasi penerus bangsa ditentukan saat
anak berkembang dan tumbuh menjadi dewasa. Hal ini menjadi perwujudan dari tujuan konstitusi yang
termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah ““...mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sehingga orang tua,
pemerintah, maupun masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan hak anak mewujudkan
cita-cita bangsa. Kasus Bom Geraja pada medio tahun ini menunjukkan anak terlibat menjadi pelaku tindak
pidana terorisme.

Anak-anak dilibatkan sebagai pelaku aktif sekaligus korban yang menimbulkan korban jiwa lain. Tindak
pidana terorime yang merupakan kejahatan luar biasa pada umumnya hanya dilakukan oleh pelaku dewasa.
Pengeboman yang terjadi sudah merupakan pembunuhan bagi anak-anak yang turut meledakkan diri. Anak-
anak seharusnya berman-main, bersekolah, serta mengembangkan dirinya menjadi manusia dewasa. Hal ini
menyisakan sebuah permasalahan baru yaitu bagimana mencari cara baru untuk melindung anak-anak
tersebut agar tidak terpapar paham terorisme. Anak-anak perlu dilindungi, agar tidak terjadi lagi menjadi
korban aksi terorisme. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme adalah adanya peran orang
tua yang menanamkan paham radikal pada anak. Selain itu, pola lingkungan yang semakin tidak
memperhatikan tetangganya. Anak-anak tersebut di atas sebetulnya telah menjadi korban dari orang tua dan
lingkungannya.

Untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut, maka dibuatlah undang-undang yang seharusnya
dapat melindungi kepentingan korban anak-anak tersebut. Undang-undnag itu pertama kali dicetuskan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seiring dengan
perkembangan masyarakat dan tingkat kejahatan, maka undang-udang tersebut diperbaharui oleh Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada penelitian lebih lanjut, dengan
terjadinya Bom Gereja di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa anak-anak belum terjangkau oleh perlindungan
hukum yang dimaksudkan Undang-Undang Perlindugan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU LPSK).
Demikian pula dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(selanjutnya disebut UU SPA). Substansi mendasar dalam UU SPA adalah pengaturan tegas mengenai hak-
hak anak sebagai individual. Sistem perlindungan anak seharusnya bertujuan untuk melindungi anak dari
setiap pihak yang mampu merugikan anak sekalipun itu adalah orang tua sendiri. Anak sudah seharusnya
tidak terlibat dan dilibatkan dalam urusan terorisme. Namun kenyataan di masyarakat, hak anak dalam kasus
ini tidak terpenuhi. Fakta ini menjadi dasar bagi tim penulis menuntut keadilan bagi anak-anak yang telah
menjadi korban tersebut.


mailto:narwastutydian@yahoo.co.id

Il. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban terorisme menurut hukum positif Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban
terorisme hukum?
Permasalahan-permasalahan tersebut akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya.

IHI.METODOLOGI PENELITIAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. (UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1). Anak adalah anugrah yang diberikan Tuhan untuk setiap
pasangan suami istri dan merupakan generasi penerus dalam keluarga dan bangsa. Pemerintah, masyarakat
dan orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi dan memelihara anak-anak untuk dapat
berkembang secara optimal. Namun dalam kenyataannya tidak semua anak bangsa memperoleh hak
konstitusionalnya dalam bidang hukum. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah ketika sebagian dari anak-
anak bangsa ikut teribat dalam tindak pidana terorisme sebagai pelaku peledak aktif. Anak-anak yang tidak
memiliki pengetahuan yang cukup juga belum dapat “melawan” kehendak orang tua menjadi pelaku
kejahatan luar biasa.

Meskipun sudah ada aturan yang memberikan jaminan mengenai perlindungan anak tetapi acap kali kita
melihat bahwa hak-hak yang seharusnya diperoleh anak menjadi terabaikan terutama anak yang berhadapan
dengan hukum sehingga penjaminan dan perlindungan terhadap masa depan anak tereliminir. Hal ini
mengakibatkan apa yang diharapkan dari undang-undang tersebut justru tidak tercapai. Hal ini tidak sejalan
dengan nilai-nilai dasar hukum atau tujuan hukum bahwa menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan,
kegunaan, dan kepastian hukum. (Rahardjo, 2010:17). Sehingga seharusnya hukum memiliki tiga tujuan di
mana masing-masing tujuan berkedudukan sama yang mana keadilan hukum haruslah diimbangi dengan
kepastian hukum serta kemanfaatan bersama bagi para penegak hukum maupun masyarakat, akan tetapi hal
ini tidak tercapai.

Dengan hal demikian bahwa keadilan bagi anak sudah tidak dapat diharapkan kembali hal ini
bertentangan dengan John Rawls, dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice. Ada beberapa teori
keadilan yaitu: (Hermawan, 2010 ,Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of
Justice,  https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-
buku-a-theory-of-justice/ diakses pada 21 Agustus 2018)

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan

kemerdekaan itu sendiri;

2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam
bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“social goods™). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat
diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar;

3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan
kelahiran dan kekayaan

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) prinsip kedilan, yang sering
dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni: (Ibid.)

1. Prinsip Kebebasan yang sama (equal liberty of principle;

2. Prinsip perbedaan (differences principle);

3. Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: Equal liberty principle harus diprioritaskan dari
pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, Equal opportunity principle harus diprioritaskan dari
pada differences principle.

Pada ketentuan positif Indonesia, keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) untuk
menggantikan HIR yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia. Perubahan tersebut
membawa perubahan fundamental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara
konsepsional maupun implemental. KUHAP meletakkan dasar humanisme di dalamnya sehingga tujuan
utama yang hendak dicapai bukanlah ketertiban dan kepastian hukum tetapi perlindungan atas hak asasi
seorang tersangka atau terdakwa. Perlindungan hak asasi seorang tersangka atau terdakwa diharapkan
dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana yaitu mulai dari seorang tersangka ditangkap,
ditahan, dituntut dan diadili di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 juga terkandung
harapan untuk memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab dalam memeriksa dan
memutuskan suatu perkara pidana.

Herbert L. Packert dalam bukunya The Limits of The Criminal Sanction, mengungkapkan ada dua model
dalam proses peradilan pidana (Two Models of The criminal Process), yaitu crime control model (model
pengendalian kejahatan) dan due process model (model perlindungan hak). (Pandjaitan dan Simorangkir,



1995: 38). Crime control model adalah bentuk pendekatan yang memandang pelaku kejahatan sebagai objek
dalam pemeriksaan perkara sedangkan due process model adalah bentuk pendekatan yang memandang
pelaku kejahatan sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara. Karakteristik dari crime control model adalah
efesiensi bekerjanya proses pemeriksaan perkara yaitu cepat tangkap dan cepat diadili serta digunakannya
asas praduga bersalah sedangkan karakteristik due process model adalah perlindungan hak-hak tersangka dan
untuk menentukan kesalahan seseorang harus melalui suatu persidangan yang adil dan tidak memihak.

HAM sebagai Hak Kodrati HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia.
Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif,
melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Asal usul gagasan mengenai HAM
sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori Kkodrati
mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Dalam perkembangannya melawan
kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani
dan Romawi yang menghormati orang perorang.

Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan
Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang
apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh
aturan-aturan llahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah dari
negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.

Pada bagian lain, John Locke pendukung hukum kodrati berpandangan bahwa semua individu dikaruniai
alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik masyarakat dan tidak
dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial penggunaan hak masyarakat yang tidak dapat dicabut
itu diserahkan kepada penguasa, apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak
kodrati individu, rakyat dapat menggantikannya dengan penguasa yang mampu menghormati hak-hak
tersebut.

Indonesia adalah bangsa yang bersifat pluralistik. Warga Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku
bangsa, bahasa, agama. Sila ke-tiga Pancasila sebagai dasar idiologis negara menegaskan “Persatuan
Indonesia”. Hal ini berarti, sejak jaman Para Bapak Pendiri Bangsa telah ada cita-cita untuk membangun
bangsa yang bersatu atau ber-Bhineka Tunggal lka (walaupun berbeda-beda namun tetap satu). Pada
perjalanannya, bangsa Indonesia mengalami lika-liku dan konflik terkait dengan kondisi pluralistik tersebut.
Beberapa kasus menunjukkan beberapa golongan tertentu merasa lebih ekslusif dari golongan lainnya,
merasa lebih benar daripada kelompok lainnya. Kasus-kasus yang dimaksud antara lain seperti halnya:
penyerangan terhadap rumah Ibadah milik Jemaah Ahmmaddiah, atau serangan terhadap Koalisi Antar Umat
Beragama, dsb. Pada akhirnya kerukunan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa menjadi tidak tercapai.
Walaupun terdapat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis (selanjutnya disebut UU Anti Diskriminasi) yang dibentuk dengan landasan filosofis sebagai berikut:

a. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia

dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;

b. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

c. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan
terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;

d. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi
hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan
kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup
berdampingan;

Pada sisi lainnya, harus disadari bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan dengan faktor
penyebab  multidimensi. (Nitibaskara, 2012: 14-21). Oleh karena itu, diperlukan suatu rangkaian
pencegahan yang berdimensi multi pula. Adapun faktor-faktor penyebab dari terorisme adalah: faktor pelaku
teorisme, faktor motif terorisme, faktor penyebab di balik motif pendorong terror, faktor korban dan sasaran
terror, dsb. Pada kasus bom-bom Surabaya, bila dilihat dari sisi faktor pelaku teorisme; dapat dilihat bahwa
pelaku terorisme memiliki “peran” sebagai dader. Namun, bila pendefinisian tersebut belum dapat
menggambarkan kejahatan terorisme itu sendiri. Pada kasus pelaku utama kejahatan tersebut adalah orang tua
pelaku. Orang tua tersebut sepertinya bertindak sendiri. Fakta di lapangan, justru kemudian terjadi lagi bom
kedua dan ketiga yang menunjukkan adanya pola terorganisir dalam pola pengeboman bom-bom Surabaya.
(BBC Indonesia, 2018, Serangan Bom di Tiga Surabaya: Pelaku bom bunuh diri ‘perempuan yang membawa
dua anak diakses pada 13 Mei 2018)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyatakan, aksi teror yang
terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir dilakukan oleh jaringan terorisme yang berbeda-beda.
(Kompas.com, 2018, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Ill DPR pada tanggal 30 Mei 2018,
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/19103831/bnpt-pantau-ratusan-wni-yang-pulang-dari-suriah-
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dan-terpapar-radikalisme diakses pada 21 Agustus 2018). Beliau menyatakan setidaknya terdapat 5 (lima)
jaringan teror yang saat ini masih aktif yaitu Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah
Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Syariah (JAS), Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan sel-sel di
bawahnya. Semuanya secara jelas mengajarkan paham radikalisme. Dari apa yang disampaikan Kepala
BNPT tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faham radikalisme dan terorisme berkembang subur di
Indonesia. Kegiatan oknum terencana dan terstruktur, oknum terus bergerak membuat jaring dan sel-sel baru
dengan merekrut anak-anak muda sebagai anggota. Pelaku teror mendoktrin siap mati membela agama
dengan dasar dalil-dalil yang disalahartikan, membenarkan kekerasan, menyerang membabi buta bahkan
tidak ragu-ragu mengorbankan sanak keluarga dalam mencapai tujuan perjuangannya.

Dalam mengembangkan kegiatannya oknum memanfaatkan media sosial menyebarkan faham-faham
radikalisme untuk mempengaruhi orang lain agar masuk ke kelompoknya. Terbukti, pengaruhnya sudah
merasuk ke kampus-kampus perguruan tinggi. Menurut data BNPT ada 7 (tujuh) Perguruan Tinggi yang
sudah terpapar radikalisme dan baru-baru ini ada 3 (tiga) orang alumni Universitas Riau (UNRI) ditangkap
Densus 88 karena menyimpan perangkat untuk aksi teror di Ruang Gelanggang Mahasiswa yang berada di
lingkungan kampus.

Terorisme dan media dapat dikatakan memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang bersifat tidak
langsung. Media membutuhkan bahan berita yang menarik untuk disajikan ke khalayak umum, di sisi lain
para pelaku teror membutuhkan publisitas untuk menunjukkan eksistensinya. Teroris memanfaatkan media
secara aktif maupun pasif. Pemanfaatan media secara aktif melalui publikasi oknum ingin menyampaikan
pesan-pesan ketakutan kepada khalayak luas; mempolarisasi pendapat umum; mencoba menarik anggota
baru pada gerakan teroris; mengecoh aparat keamanan dengan menyebar informasi palsu; membangkitkan
keprihatinan publik terhadap korban untuk menekan agar pemerintah melakukan kompromi atau konsesi
sesuai yang oknum inginkan; mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang tidak dikehendaki dengan
harapan berita teror oknum mengisi halaman depan media; dan membangkitkan kekecewaan publik terhadap
pemerintah.

Sedangkan pemanfaatan media secara pasif diantaranya sebagai jaringan komunikasi eksternal di antara
kelompok teroris, mempelajari teknik-teknik penanganan terbaru terhadap terorisme dari laporan media,
mendapat informasi tentang kegiatan terkini aparat keamanan menghadapi teror yang sedang oknum lakukan,
menikmati laporan media yang berlebihan terkait ekses dari aksi teror hingga menciptakan ketakutan
masyarakat dan mencegah keberanian aparat kemanan secara individu, mengidentifikasi target-target
selanjutnya dan mencari tahu reaksi publik terhadap tindakan oknum.

Ada dua tujuan penting teroris memanfaatkan media massa, pertama, aksi teroris tidak hanya ingin
diketahui oleh publik tetapi juga sarana penyampaian pesan dan motif di balik tindakan oknum. Tindakan
bom bunuh diri yang dilakukan akan menimbulkan pertanyaan di benak khalayak tentang motif tindakan
oknum. Media melalui frame pemberitaan yang dikembangkan akan memberikan penjelasan mengenai motif
yang dimiliki oleh para teroris tersebut.

Tujuan kedua adalah mendapatkan hormat dan simpati publik yang mempunyai pemahaman yang sama
secara potensial akan mendukung aksi teror yang oknum laksanakan. Kelompok yang memiliki akar ideologi,
faham serupa atau memiliki tujuan yang sama dengan para pelaku teror berpotensi untuk memberikan rasa
hormat dan simpati yang akhirnya dengan kesadaran pribadi bergabung dalam kelompok tersebut. Melalui
media, pesan teroris dapat disebarluaskan lebih cepat dan lebih meyakinkan. Penyebaran berita yang memuat
pesan para teroris tersebut menunjukkan peran penting media dalam “mendukung” aksi teror. Selain itu,
dengan ekspos media yang berlebihan dapat membantu kelompok teroris untuk mengembangkan
kelompoknya semakin besar dan berani untuk melakukan aksinya. Hal inilah salah satu yang diprediksi
menjadikan kelompok-kelompok teroris berkembang subur di Indonesia.

IV.PEMBAHASAN
A. Perlindungan Anak Korban Terorisme Menurut Hukum Indonesia
Pelibatan anak sebagai pelaku kejahatan telah dikenal sejak lama oleh dunia internasional. Hal ini bahkan
sudah diatur dalam Protokol 1l Konvensi Jenewa 1949. Namun demikian, sebagaimana itu telah disebutkan
di atas, anak-anak masih sering dijadikan "korban” yang rentan. Ada 3 alasan utama yang menyebabkan anak
mudah menjadi korban terorisme. Ketiga penyebab adalah :
1) Kondisi mental anak yag masih labil, sehingga belum dapat dengan jelas menolak anjuran para pelaku
dewasa terorisme.
2) Kondisi lengah dari "lawan” para teroris yang dimanfaatkan dengan penggunaan anak-anak sebagai
pelaku teror.
3) Kondisi pelaku yang mengetahui persis bahwa anak-anak tidak akan mungkin
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.
Oleh karena itu, perlindungan yang dapat dilakukan menurut Hukum Indonesia adalah:
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a) Perlindungan dari eksploitasi selama berada di dalam pengasuhan orang tua maupun pengasuh,
sebagaimana Pasal 13 huruf (b) Undang-undang nomor 13 tahun 2002

b) Perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, seperti dalam Pasal 13 huruf (d)

c) Perlindungan dari perlakuan salah seperti pada pasal 13 huruf (f)
Dari beberapa ayat dalam pasal tersebut telah dilanggar oleh orang tua si korban anak. Orang tua tidak
memberikan perlindungan dari eksploitasi. Orang tua justru menjadi pelaku eksploitasi dengan
meletakkan bom di badan anak-anak peledak bom tersebut. (Kompas.com, 2018, Perubahan pola baru
terorisme, anak diikutsertakan dalam aksi bom bunuh diri,
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/15/11354801/perubahan-pola-baru-terorisme-anak-disertakan-
dalam-aksi-bom-bunuh-diri, diakses pada 24 Agustus 2018). Lebih lanjut juga dapat dilihat bahwa orang
tua dengan “meledakkan diri” anak-anak yang masih kecil. Peletakan bom pada perut korban anak dapat
diasumsikan bahwa korban memang berniat menyakiti anak-anak kandungnya. Kesemua perlakuan salah
inilah yang menyebabkan anak-anak tadi menjadi korban secara langsung dan tidak langsung dari
kejahatan terorisme.

B. Faktor-Faktor yang dapat Mendukung Pencegahan Tindakan Teror Terhadap Korban Anak

1) Dari Faktor Pelaku
Para pelaku kerap berdalih kebohongan untuk membenarkan tindakannya terhadap anak-anaknya.
Orang tua korban anak kejahatan terorisme memang memegang kendali atas anak-anaknya. Namun
perlakuan orang tua yang memberikan pandangan ekstrim terhadap anak maupun ujaran-ujaran yang
bernada kebencian terhadap orang lain juga tidak dapat dibenarkan. Langkah utama untuk mencegah
teror orang tua adalah menjauhkan anak-anak dari paham radikal.
Tindakan menjauhkan anak dari orang tua dapat menjadi kejahatan sekaligus langkah final yang
paling efektif untuk menjauhkan anak dari teror orang tua. Anak dapat saja dijadikan anak negara
dalam hal orang tua jelas-jelas melakukan tindakan salah pada anak atau dalam kasus penelantara
anak. Kemungkinan tersebut membuat opsi pemisahan dari orang tua pelaku teror perlu diatur dalam
perantura perundangan yang lain.

2) Dari faktor anak-anak terhadap anak anak sebagai korban
Dalam hal ini, berarti anak-anaklah yang menjadi tolok ukur perlindungan. Arti dari perlindungan itu
sendiri adalah melindungi anak dengan memberikan pendidikan moral yang benar, memberikan akses
berita yang benar bagi anak-anak, membatasi informasi yang bernada bohong atau bertendensi
kebencian pada suatu pihak, menyensor pergetakan informasi yang beredar dalam media masa.
Dengan semua tindakan ini diharapkan akan memberi efek pengertian yang benar pada anak-anak.
Terutama sekali pada anak-anak yang selalu bersikap kristis. Hal ini juga akan membunuh rasa
simpati yang salah pada anak-anak.

3) Dari faktor lingkungan
Faktor lingkungan memegang peran yang tidak sedikit pada anak. Oleh karena itu, perlu pula
memberikan lingkungan yang bersahabat, ramah dan bertanggungjawab pada anak. Anak akan
bertumbuh dalam masyarakat yang peduli, selain itu pergerakan masyarakat yang rukun di tiap sel
yang terkecil akan memberi penyempitan pada ruang gerak terorisme.

V. SIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah angar anak-anak tidak lagi menjadi korban
bom dan terorisme. Selalu ada 3 pihak yang perlu diperhatikan yaitu: gerakan si pelaku dewasa, perubahan
pada diri korban anak-anak, dan lingkungan yang menjadi tempat tinggal para korban ini. Hal inilah yang
menjadi titik yang dapat membantu pencegahan sebelum teror itu terjadi.
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